[ SALINAN ]

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan belanja
bidang pekerjaan umum perlu menyusun Harga Satuan Pokok
Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor S, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten Magelang.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga
barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu
periode tertentu.

6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim
yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD.
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BAB II
FUNGSI HSPK

Pasal 2

(1) HSPK merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang
bersifat fisik.

(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan
untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang,
harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;

b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. merupakan standar tertinggi yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan
Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih
menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;

d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam
penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaanya mengacu pada kondisi nyata
di lapangan;

e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;

f. untuk menilai kewajaran Perencanaan (OED Fisik) dan satuan pokok pekerjaan;
merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga
Perkiraan Sendiri/ Owner Estimate (HPS/OE); dan

h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon
penyedia barang/jasa.

BAB III
PENERAPAN HSPK

Pasal 4

(1) Penerapan HSPK untuk kegiatan konstruksi yang diselenggarakan oleh
Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja dapat tidak
mengikuti formula HSPK.

(3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan
lebih besar/lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang
terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula
HSPK.

(4) Objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a diatur sebagai berikut:

a. dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK lebih
rendah dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan dalam
pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang
berlaku di pasaran;

b. dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK lebih
tinggi dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan dalam
pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang
berlaku di pasaran; dan
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c. harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah.

(5) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus dikonsultasikan
kepada Tim Peneliti RKA-SKPD dan mendapatkan persetujuan Sekretaris
Daerah selaku Ketua TAPD.

(6) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh
Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(7) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dituangkan dalam bentuk disposisi.

Pasal 5

Dalam hal uraian kegiatan dan nilai HSPK kegiatan Perangkat Daerah belum diatur
dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah menganggarkan sesuai kebutuhan
dengan mengacu pada:

a. HSPK Pekerjaan Konstruksi sejenis dan/atau tipikal yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini dan disesuaikan dengan kondisi karakteristik pekerjaan;
dan

b. Peraturan Bupati yang mengatur standar harga satuan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan
untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI MAGELANG,
ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;

Diundangkan di Kota Mungkid KEPALA BAGIAN HUKUM,

pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 9
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